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I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang 

BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi 

kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD.  

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum 

pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki 

etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, 

tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan 

masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang 

berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan 

profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap 

masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi 

utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD 

dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang 

belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, 

penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan 

usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai 
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salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk 

pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.  

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk 

memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada 

umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup 

masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang 

bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala 

Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan 

pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, 

operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan 

barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak 

perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, 

Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, 

penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, 

kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti 

pengaturan mengenai asosiasi BUMD. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2  

 Cukup jelas.  

 

Pasal 3  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 5  

 Cukup jelas. 
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Pasal 6  

Ayat (1)  

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “didirikan oleh Pemerintah Daerah” 

adalah pendirian BUMD yang ditetapkan dengan Perda 

hanya oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah. 

Huruf b  

 Cukup jelas. 

Huruf c  

 Cukup jelas. 

Huruf d  

 Cukup jelas. 

Huruf e  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7  

 Cukup jelas 

 

Pasal 8  

Yang dimaksud dengan “penyediaan kemanfaatan umum” antara 

lain: 

a. usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan 

b. usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika 

dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat Daerah. 

 

Pasal 9  

Ayat (1) 

Huruf a 

Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup 

aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, 

antara lain air minum, pasar, dan transportasi. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “bagian dari kebijakan RPJMD” adalah 

bahwa BUMD tersebut merupakan cara atau strategi untuk 

mencapai tujuan RPJMD. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10  

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “dokumen Perda tentang APBD” 

antara lain ringkasan APBD dan daftar penyertaan modal 

Daerah. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

Ayat (5)  

 Cukup jelas. 
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Pasal 11  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12  

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Ketentuan mengenai penulisan nama BUMD perusahaan umum 

Daerah dimaksudkan untuk membedakan dengan perusahaan 

swasta. Sebagai contoh: perusahaan umum Daerah XYZ atau 

Perumda XYZ. 

 

Pasal 13  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 14  

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Ketentuan mengenai penulisan nama BUMD perusahaan 

perseroan Daerah untuk membedakan dengan perusahaan 

swasta. Sebagai contoh: perusahaan perseroan Daerah XYZ. 

Ayat (3)  

Ketentuan mengenai penulisan nama BUMD perusahaan 

perseroan Daerah untuk membedakan dengan perusahaan 

swasta. Sebagai contoh: PT XYZ (Perseroda). 

 

Pasal 15  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 16  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 17  

 Cukup jelas. 
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